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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah
Rasul-(Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika
kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan
ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnah-Nya), jika
kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.

Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik
akibatnya.”
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 157 tahun 1987, dan
0593b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

) Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
- Ba’ b be
< Ta’ t te
& Sa’ 5 es titik di atas

d Jim ] je

C Ha’ h ha titik di bawah
t Kha’ kh ka dan ha

- Dal d e

- Zal z zet titik di atas

~ Ra- r er

J Zai z 7t
U.n Sin s es
o Syin Sy es dan ye
V2 Sad $ es titik di bawah
S Dad d de titik di bawah
= Ta t te titik di bawah
L Za zZ zet titik di bawah
d ‘Ain ¢ koma terbalik di atas
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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
'E Gain g Ge
s Fa f ef
& Qaf q qi
S Kaf k ka
J Lam 1 el

o Mim m em
J Nun n en
J Wau we
= Ha’ h ha
& Hamzah ' apostrof
& Ya Y ye

1. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

Kalimat Ditulis
O ghdnie mut ‘aqqidun
5:\} ‘iddah
11k Ta’ Marbuttah di akhir kata
Bila dimatikan ditulis 4
Kata Ditulis
S Hikmah
Jizyah

4 or
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Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis ¢

Kata

Ditulis

U j¥ia. 7
Jadl3ls

karamat al-auliya’

zakat al-fitr

IV. Vokal Pendek
Bentuk Nama Ditulis
- (fathah) A
_— (kasrah) i
— (dammah) u
V. Vokal Panjang
Tanda baca + huruf Ditulis Contoh kata Ditulis
Fathah + alif a Clals Jahiliyyal
Fathah + ya mati a (s Tansa
Kasra + ya mati i ax, ;{ Karimah
Dammah + wau mati u PP Furud
VI. Vokal Rangkap
Tanda baca + huruf Ditulis Contoh kata Ditulis
Fathah + ya mati ai V_iA:J Bainakum
[Fatha + wau mati au J Qaul




VII.Vokal Pendek yang berurutan dalam satu Kata dipisahkan dengan

apostrof.
Contoh kata Ditulis
V:‘Jﬁ Alantum
CJ»»U;T u‘iddat
(: Ji“' ufj la'insyakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang Alif + | . Contoh -
Lam + jenis huruf P kata Ditulis

of ;5-5\ al-Qur'an

Qamariyyah al-
vl al-Qiyas
Syamsiyyah menghilangkan huruf | ¢Lo.c) as-Sama’
l(e)nya dengan
mengganquan huruf M\ as-Syams
syamsiyyah

IX.Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat, ditulis menurut-bunyi atau
pengucapannya.

Contoh kalimat Ditulis
U2 jé.ﬂ 93 zawil Furud
SR J«"" ahlus Sunnah

X. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang
Disempurnakan (EYD).
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi Indonesia pada tahun 1950-an diwarnai dengan
ketidakstabilan politik. Sistem yang berlaku saat itu adalah Demokrasi
Parlementer. Kabinet yang dibentuk di bawah pimpinan perdana menteri
sering jatuh bangun. Hal ini diperburuk dengan ancaman integritas nasional
yang dilancarkan oleh golongan separatis, antara lain: Darul Islam/Tentara
Islam Indonesia (DI/TII) pimpinan Daud Beureuh yang meletus pada tanggal
20 September 1953, peristiwa Banteng di Sumatra Barat pada tanggal 20
Desember 1956, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), dan
Piagam Perjuangan Semesta (Pemesta) pada tanggal 15 Februari 1958.!
Menurut K.N. Firdaus A.N. terjadinya pemberontakan-pemberontakan di
daerah disebabkan lunturnya kepercayaan terhadap pemerintahan atau
pemimpin-pemimpin Republik.” Ini-disebabkan karena pencoretan tujuh kata
dalam Piagam Jakarta yang dianggap sebagai deislamisasi.

Penerapan Demokrasi'. Parlementer menempatkan presiden hanya
sebagai symbol, padahal Soekarno menginginkan terlibat langsung dalam
pemerintahan yang ia sebut Demokrasi Terpimpin. Keinginan ini telah

disampaikannya pada tanggal 28 Oktober 1956. Dalam pidatonya pada tahun

! Inu Kencana Syafiie, //mu Politik (Jakarta: Rieneka Cipta, 1997), him. 111.

? K.N. Firdaus A.N., Dosa-Dosa politik Orde Lama dan Orde Baru yang Tidak Boleh
Berulang Lagi di Era Reformasi (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999), him. 22.




tersebut, Presiden Soekarno mengecam keputusan pemerintah pada bulan
November 1945 yang memberi jalan terbentuknya partai. Soekarno menilai
partai sebagai sebab terjadinya disintegrasi nasional. Hal ini dikarenakan para
pemimpin partai tidak menghiraukan keperluan, kehendak, harapan, dan
kekecewaan rakyat. Oleh karena itu Soekarno menyatakan untuk mengubur
partai. Menurutnya Mengubur partai bukan berarti mengubur demokrasi.
Maksudnya adalah untuk memberi peringatan keras kepada para pemimpin
partai yang tidak menghiraukan kepentingan rakyat.’

Pada tanggal 21 Februari 1957 Sockamo menjelaskan kegagalan
Demokrast Parlementer agar dibentuk Kabinet Gotong-Royong (GR) yang
mengikutsertakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Kabinet ini merupakan
kabinet Nasiohalis agama dan komunis (Nasakom) yang merupakan kabinet
koalisi antara nasionalis yang diwakili oleh Partai Nasional Indonesia (PNI),
agama diwakili oleh Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) dan
Nahdlatul Ulama (NU), dan Komunis yang diwakili oleh PKI. Sclain itu juga
hendaknya dibentuk Dewan Nasional yang dipimpin langsung oleh Soekarno.
Tentu saja konsepsi_ini ditolak oleh partai politik yang ada saat itu. Oleh
karena itu pada tanggal 2 Maret 1957 lima partai yang terdiri dari: Masyumi,
NU, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Katolik dan Partai Rakyat
Indonesia (PRI1) mengeluarkan pernyataan bersama yang menolak konsepsi

4
tersebut.

Garis Harsono, Cakrawala Politik ra Sockarno (Jakarta: Masagung, 1989), hin. 86.

* Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965 (Jakarta: Utama Grafiti, 1989),
him. 360.




Walaupun mendapat tentangan, usaha Soekarno untuk terlibat
langsung dalam pemerintahan tidak berhenti. Atas usul dari Nasution,
Soekarno mengeluarkan dekrit pada tanggal 5 Juli 1959. Dekrit tersebut
menyatakan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
karena parlemen tidak mampu menyusun UUD. Akhirnya parlemen hasil
pemilu 1955 dibubarkan pada tanggal 5 Maret 1960 dan dibentuk Dewan
Perwakilan Rakyat Gotong-Royong (DPR-GR) pada tanggal 20 Maret 1960.
Pembentukan ‘DPR-GR tersebut merupakan realisasi Nasakom. Dengan
demikian mulailah periode Demokrasi Terpimpin yang salah satu
penyangganya adalah Nasakom.

Bersama dengan Idham Chalid (NU), Suwiryo (PNI), D.N. Aidit
(PKI), dan Ruslan Abdul Gani, perwakilan dari Dewan Pertimbangan Agung
(DPA), Soekarno menyusun keanggotaan DPR-GR di Istana Tampak Siring,
Bali. Idham Chalid yang waktu itu menjabat sebagai ketua TanfiZiyah’
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menerima kesepakatan Tampak
Siring. Dengan demikian NU ‘menerima Nasakom. Di sini tampak adanya
perubahan sikap NU dalam berpolitik.” Pada tahun 1957 NU. menolak
Nasakom, namun di tahun (1960 justru. NU. menerima Nasakom yang

ditunjukkan dengan keterlibatannya dalam DPR-GR. Susunan keanggotaan

*TanfiZiyah merupakan badan pelaksana di dalam organisasi NU untuk tindak keluar.

Dengan demikian TanfiZiyah memikul tanggung jawab terhadap kemajuan atau kemunduran
organisasi baik dalam hal organisasi politik, sosial, perekonomian, dan lain sebagainya. Hal ini
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) NU sctelah menjadi partai pada pasal 16. Lihat
lampiran .




DPR-GR terdiri dari kelompok fungsional,® militer, serta wakil-wakil partai
yang sudah disetujui oleh pemerintah.’

Keputusan yang diambil di atas menyulut perpecahan di tubuh NU.
Dua anggotanya yaitu, Imran Rasjadi dan Mohammad Dachlan bergabung
dengan tokoh-tokoh partai politik lain membentuk Liga Demokrasi pada
tanggal 24 Maret 1960. Dengan adanya kejadian ini pada tanggal 21-25 April
1960 partai mengadakan konferensi Syuriyah.® Hasilnya memutuskan untuk
ikut dalam DPR-GR. Akan tetapi perselisihan ini tidak berhenti. Pada tanggal
24-25 Juni 1960 Sidang Paripurna PBNU memutuskan untuk menyerahkan
keputusan kepada anggota tentang menerima atau menolak pencalonannya
dalam parlemen. Dari 57 calon yang diajukan oleh NU dalam DPR GR hanya
tiga orang yang menolak. Parlemen baru dilantik pada pada 25 Juni 1960.

Walaupun NU menjadi salah satu komponen Nasakom, namun selalu

waspada dengan perkembangan PKI. Dalam rentang waktu 1960 dan 1964 NU

¢ Kelompok fungsional terdiri dari: \buruh, . tani, pemuda, wanita, alim ulama,

cendekiawan, tentara, dan polisi. Lihat Moh. Hatta, "Kediktatoran 'yang Didukung Oleh
Kelompok-kelompok tertentu", dalam Herbert Feit dan Lance Castle (ed.), Pemikiran -Politik
Indonesia 1945-1965 (Jakarta: LP3ES, 1965), him. 124.

7 Syarat-syarat partai politik terdiri dari enam poin. Salah satunya adalah presiden berhak
membubarkan partai yang dalam program kerjanya merongrong pemerintahan atau yang secara
resmi tidak mengutuk anggota partainya yang membantu pemberontakan. Lihat M. Rusli Karim,
Perjalanan Partai Politik Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut (Jakarta: Rajawali, 1993), him.
148-149. Masyumi terpaksa membubarkan diri pada tahun 1960 karena tokoh-tokohnya,
Syarifudin Prawironegara, Mohammad Natsir, dan Burhanudin Harapan terlibat dalam
pemberontakan PRRI/Pemesta. Lihat Soekarno, Di Bawah Bendera Revolusi, jid. 1L, cet. 11
(Jakarta: Panitia Di Bawah Bendera Revolusi, 1965), him. 411. Walaupun secara yuridis
pembubaran Masyumi tidak dapat dibenarkan karena pada saat keputusan presiden No. 200/1960
dikeluarkan, para tokoh tersebut secara formal tidak lagi menjabat sebagai pengurus. Lihat Ahmad
Syafi’i Ma’arif, Islam dan Masalah Ketatanegaraan: Studi tentang Peraturan dalam Konstituante
(Jakarta: LP3ES, 1985), him. 190.

¥ Syuriyah ialah badan tertinggi dalam organisasi NU untuk urusan ke dalam. Lihat
lampiran 1.
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mendirikan lima divisi baru, yaitu: Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
(PMII), Misi Islam (sebuah organisasi dakwah), Lembaga Seniman dan
Budayawan Indonesia (Lesbumi), dan Serikat Nelayan Muslimin Indonesia
(Sernemi), serta Himpunan Pengusaha Muslimin Indonesia (HPMI). PMII dan
Lesbumi berusaha menarik umat Islam yang sebelumnya tidak banyak
hubungan dengan NU.”

Setelah terjadi peristiwa 30 September 1965 karena adanya isu Dewan
Jendral, NU ikut dalam penumpasan PKI dan simpatisannya. Salah satu tokoh
yang berperan dalam hal ini adalah Subchan Z.E.. Ia bersama dengan Harry
Tjan, pimpinan pemuda Katolik mendirikan Kesatuan Aksi Penggayangan
Gestapu (KAP-Gestapu) dengan dukungan diam-diam dari Markas Besar

Tentara Nasional Indonesia (TNI).'°

B. Batasan dan Rumusan Masalah
Pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah
respons Nahdlatul Ulama (NU) terhadap politik Nasakom Soekarno yang
diimplikasikan dalam’ peran NU dalam pemerintahan. Nasakom merupakan
politik untuk menyatukan berbagai partai politik yang berbeda ideologinya,
yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Dengan cara ini Soekarno menghendaki

agar negara didukung oleh ketiga ideologi tersebut.

°Greg Fealy, ljitihad Ulama: Sejarah NU 1952-1967, terj. Wajidi dan Mulni Adelina
Bachtar (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 303-304.

1bid., him. 329,




Batas rentang waktu dimulai dari tahun 1959 hingga 1966. Tahun 1959
merupakan awal penerapan Nasakom dengan terbentuknya Dewan
Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dan Badan Perancang Nasional
(Bapennas). Dalam dua lembaga itu terdapat wakil dari PNI (nasionalis), NU
(agama), dan PKI (komunis), sedangkan tahun 1966 PKI sebagai salah satu
komponen Nasakom dinyatakan sebagat partai terlarang karena dianggap
sebagat dalang dari kudeta yang terjadi pada tahun 1959.

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini
adalah:

1. Bagaimana latar belakang wawasan ketatanegaraan NU?
2. Bagaimana konsep politik Nasakom?

3. Bagaimana respons NU terhadap politik Nasakom?

. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini diorientasikan untuk lebih dapat memahami perilaku
politik NU'yang sering berubah-ubah khususnya dalam merespon Nasakom
dan untuk dapat memahami konsep Nasakom menurut NU.

Penelitian i diharapkan dapat berguna sebagai sumber informasi atan
acuan berpikir bagi yang berminat mengadakan penelitian ‘lebih lanjut
mengenai NU khususnya mengenai kiprah polittknya selama masa Demokrasi
Terpimpin. Selain itu diharapkan penelitian ini bisa menambah pengetahuan
tentang NU mengenai kebijakan-kebijakan politiknya yang merujuk pada figh

klasik.




D. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai NU sudah banyak dilakukan. Akan tetapi
kajian-kajian yang mengungkap dan memaparkan tentang respons NU
terhadap Nasakom hanya menjadi bagian dalam bab-bab yang menekankan
pada pembahasan tentang Demokrasi Terpirapin. Penelitian ini secara khusus
memaparkan respons NU terhadap Nasakom.

Karya-karya yang membahas mengenai NU, yang dapat digunakan
sebagai tinjauan pustaka dalam penelitian ini antara lain: Jjrihad Politik
Ulama: Sejaran NU 1952-1967 karya Greg Fealy (2003), penerbit LkiS. Buku
ini merupakan kajian kritis tentang sejarah politik NU dalam rentang masa
1952-1967. Dalam kurun waktu tersebut NU aktif dalam politik praktis. Greg
Fealy tidak hanya menjelaskan NU dari sisi positifnya saja, tapi juga sisi
negatil. Menurutnya  perilaku polittk NU merupakan campuran  sikap
akomodatif dan militan. Walaupun lebih cenderung bersikap akomodatif,
Keterlibatan NU dalam Nasakom dijelaskan hanya sekilas.

Karya M. Masyhur Amin yang berjudul NU dan litihad Politik
Kenegaraannya (1996) terbitan al-Amin Press. Karya ini memaparkan tentang
ijtihad politik NU dalam bidang politik selama masa penjajahan sampai masa
Orde Baru dengan berlakunya Pancasila sebagai asas tunggal. Penerimaan NU
terhadap konsepst Sockarno dilihat dari pemabaman NU terhadap Ahlus
Sunnah wa al-Jama’ah (Aswaja).

Karya Andree Feillard yang berjudul NUJ vis-a-vis Negara: Pencarian

Isi, Bentuk, dan Makna (1999) terbitan LKiS. Karya ini memaparkan tentang




sejarah NU selama terjun dalam politik praktis. Pembahasannya lebih
menekankan pada perjalanan politik NU pada masa Orde Baru.

Adapun skripsi yang membahas tentang Nasakom ditulis oleh Ahmad
Atho’ Lukman Hakim (2001) yang berjudul “Posisi Agama dalam Ideologi
Negara: Studi Konsep Nasakom Soekarno”, Fakultas Syari’ah. Dalam karya
ilmiah ini dibahas Nasakom dan relevansinya dengan masa pemerintahan Orde
Baru. Adapun kaitannya dengan komponen-komponen dalam Nasakom tidak

dijelaskan.

E. Landasan Teori

Menurut Haryatmoko, etika politik mengandung aspek individual dan
sosial.'! Dikatakan mengandung aspek individual karena membahas masalah
kualitas moral pelaku, sedangkan mengandung aspek ‘sosial karena
merefleksikan masalah hukum, tatanan sosial, dan institusi yang adil.

Etika politik mempunyai tiga. dimensi, yaitu dimensi tujuan, sarana,
dan aksi politik. Dimensi tujuan terumuskan dalam upaya mencapai
kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan
dan keadian. Dimensi sarana meliputi sistemn dan prinsip=prinsip’ dasar
pengorganisasian, praktik penyelenggaraan mnegara dan vang mendasari
institusi-institusi sosial. Ini digunakan untuk mencapai tujuan. Dimensi sarana

mengandung dua pola normatif. Pertama, tatanan politik harus mengikuti

"' Haryatmoko, Etika Politik dan Kekuasaan (Jakarta: Kompas, 2003), him. 25.
Bandingkan dengan Franz. Magnis Suseno, Ftika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Ketatanegaraan
Modern (Jakarta: Gramedia, 1987), him. 13.




prinsip solidaritas dan subsidiaritas, penerimaan pluralitas, struktur sosial
ditata menurut prinsip keadilan. Kedua, kekuatan-kekuatan politik ditata
sesuai dengan prinsip timbal balik. Dalam dimensi ketiga, yaitu dimensi aksi
politik, pelaku memegang peran sebagai penentu rasionalitas politik yang
terdiri dari tindakan dan keutamaan. Tindakan politik yang disebut rasional
bila pelaku mempunyai orientasi, situasi, dan paham permasalahan. Aksi
keutamaan merupakan penguasaan diri dan keberanian memutuskan serta
menghadapi resiko.'?

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
ilmu politik. Pendekatan ilmu politik menyoroti struktur kekuasaan, hirarki
kekuasaan, pertentangan kekuasaan, dan lain sebagainya.'’ Pendekatan ilmu
politik ini dan teori etika politik di atas digunakan untuk menjelaskan peran
NU dalam pemerintahan dalam menghadapi Nasakom. Selain itu juga
menggunakan konsep Ahlus Sunah wa al-jama’ah. Konsep ini digunakan
untuk menjelaskan dasar pengambilan hukum NU dalam merespons Nasakom.
Prinsip umum ajaran sosial politiknya dengan mengambil -sikap rawassut
(moderat), tawazun (netral), fa’adul (Keseimbangan), dan fasamuh (toleran)
serta al-Muhafadatu ‘ala al-Qadimi as-Sahih wa al-Akhizu bi al-Jadidi al-
Aslah (memelihara tradisi lama yang baik dan memakai tradisi baru yang lebih

baik)."

12 Haryatmoko, Etika, hlm. 25-28.

Y Sartono Kartodirdjo, Pendekatan lmu dalam Metodologi Sejarah (Jakarta: Gramedia,
1972), him. 4.

"“Ridwan, Paradigma  Politik  NU:  Relasi  Sunni-NU  dalam — Pemikiran  Politik
(Yogyuakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 7,
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F. Metode Penelitian
Penelitian ini dikategorikan dalam penelitian penelitian literatur atau
pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah,
atau  memeriksa  bahan-bahan kepustakaan vyang terdapat dalam
‘perpusta'kaan.15 Adapun tahapan dalam penelitian ini meliputi heunstik
(pengumpulan data), verifikasi (kritik sumber), interpretasi (analisis), dan
historiografi (penulisan sejarah).
1. Heuristik
Karena penelitian ini merupakan penelitian literatur, maka proses
pengumpulan data dilakukan dengan bahan dokumen'® melalui pencarian
buku-buku, jurnal, makalah, majalah, surat-surat kabar, dan lain
sebagainya di katalog berbagai perpustakaan, dan mencatat sumber-
sumber terkait yang dapat digunakan dalam studi-studi sebelumnya. v
2. Vertfikast
Data-data tersebut kemudian diuji keaslian (otentisitas) dan
kesahihannya (Kredibilitasnya) melalui krittk ekstern dan intern. Kritik
data dilakukan dengan cara mengecek silang data-data yang ada dan
berbagai sumber-tersebut ‘dan akan diambil data=data yang paling dapat

dipercaya.

“Dudung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Kurnia Kalam
Semesta, 2003), him. 7.

i“Mcng,cnui pengumpulan  bahan  dokumen, hihat  Sartono  Kartodirdjo,  “Metode
Pengumpulan Bahan Dokumen”, dalam Koentjaramngrat, Metode-Melode Penelitian Masyarakat
(Jakarta: Gramedia, 1993), him. 45; Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Bentang
Budaya, 1995), him. 9497,

"Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah (Jakarta: Logos Wacana Iimu, 1999),
WM, 05,
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3. Interpretasi
Setelah data-data itu dianalisis maka akan disintesiskan menjadi
fakta-fakta sejarah melalui pendekatan dan kerangka teoritik di atas. Ini
dilakukan dengan cara membandingkan data guna menyingkap peristiwa-
peristiwa mana yang terjadi dalam waktu yang sama.'®
4. Historiografi
Historiografi merupakan rekonstruksi masa lalu secara imajinatif
berdasarkan pada data yang diperoleh.’ Dalam menyusun fakta dengan
mengedepankan aspek kronologis dan disajikan menurut topik-topik

penting dari setiap perkembangan objek penelitian.*’

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab yang
berusaha disusun menjadi sebuah cksplanasi sejarah yang kronologis dan utuh.
Bab Pertama fnerupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah,
batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, tinjauan pustaka,
landasan teori, metode penelitian, 'dan sistematika pembahasan. Maksud dari
pendahuluan ini adalah untuk menguraikan alasan pokok_yang. menjadi
sasaran penelitian.

Bab I membahas tentang NU dan Konsep Ahlus Sunnah wa al-

Jamd’ah (Aswaja). Aswaja merupakan pedoman berfikir dan bertindak NU.

8 Ibid., hlm. 65.

"Louis Goltschalk, Mengerti Sejarah, terj. Nugraha Noto Susanto (Jakarta: Ul Press,
1986), him. 32.

*Kuntowijoyo, Pengantar, hlim. 98-105.
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Kebijakan-kebijakannya mengenai masalah politik terutama dari tahun 1959-
1966 tidak lepas dari kaidah-kaidah yang tertuang dalam Aswaja. Untuk itu
dalam bab ini dijelaskan mengenai konsep politik Aswaja dan wawasan
ketatanegaraan NU. Konsep Aswaja ini perlu diketahui agar dapat memahami
perilaku NU dalam politik. Dengan demikian dapat diperoleh gambaran
mengenal wawasan ketatanegaraan NU.

Bab III menjelaskan mengenai Nasakom dengan sub bab konsep
Nasakom, penerapan, dan dampaknya. Tujuan pembahasan ini untuk
mengetahui secara konseptual dan sejarah Nasakom agar diperoleh gambaran
tentang politik Nasakom Soekarno.

Bab IV menguraikan tentang reaksi NU terhadap Nasakom terdiri dari
pembahasan tentang latar belakang penerimaan NU terhadap Nasakom,
perspektif NU tentang Nasakom, dan peranan NU dalam pemerintahan.
Dengan menjelaskan latar belakang NU menerima Nasakom dapat diketahui
alasan adanya perubahan sikap NU dalam menerima Nasakom, sehingga
diperoleh gambaran ‘'mengenai ~perspektif - NU. 'Dengan " demikian dapat
dipahami peran NU dalam pemerintahan.

Bab V merupakan penutup yang'terdiri dari kesimpulan dan saran-

saran.







BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

0o

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Wawasan ketatanegaraan NU tidak dapat dilepaskan dari pemahamannya
tethadap ajaran Ahlus Sunnah wa al-Jamd'ah (Aswaja). Kebijakan-
kebijakan politik yang diambil oleh NU merujuk pada ajaran Aswaja yang
diambil dari dalil figh. Perilaku politiknya dapat dilihat dari pemahaman
mereka terhadap negara dan pemerintahan. Pembagian Negara menjadi
tiga macam, yaitu dar al-Islam (Negara Islam), dar al-Sulh (Negara
Damai), dan dar al-Harb (Negara Musuh) dipengaruhi oleh Mazhab
Syafi’i. Pandangan NU mengenai pemerintahan dapat dilihat dari tulisan
Ahmad Siddiq. Dari tulisannya yang membagi pemerintahan menjadi tiga
poin merupakan pengaruh dari Mazhab Syafi’i yang yang membagi negara
menjadi tiga di atas. Dalil-dalil figh' yang digunakan dalam menyelesaikan
berbagai masalah ‘politik “khususnya ~dalam ~menghadapi-Nasakom
membuat NU bersifat fleksibel. NU selalu bisa menyesuaikan kebijakan
pemerintah dengan kaidah-kaidah figh.

Menurut Soekarno di Indonesia terdapat tiga ideologi besar, yaitu
nasionalis, agama, dan komunis (Nasakom). Dengan adanya ketiga
ideologi yang berbeda tersebut, mengakibatkan pertentangan ideologi yang

tak berujung, baik pada masa sebelum Indonesia merdeka maupun pada
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saat sidang konstituante. Melihat perpecahan tersebut, Soekarno berusaha
untuk merumuskan ideologi yang dapat diterima oleh semua golongan.
Menurutnya revolusi di Indonesia dapat berjalan jika didukung oleh tiga
kekuatan revolusioner, yakni nasionalis, agama, dan komunis. Di sisi lain
Soekarno menandaskan bahwa revolusi di Indonesia harus didasarkan
pada Pancasila. Dengan demikian Nasakom merupakan tafsir Pancasila
Soekarno. Selain itu Nasakom juga merupakan federasi ideologi karena
menyatukan tiga ideologi yang berbeda dalam satu wadah (Nasakom).
Nasakom juga bisa diartikan sebagai usaha konsolidasi nasional. Sockarno
menginginkan agar ekonomi Indonesia tidak dikuasai oleh pihak asing.
Menurutnya demokrasi politik harus dibarengi dengan demokrasi
ekonomi.

Masuknya NU dalam Nasakom, bukan berarti NU bekerjasama dengan
komunis. Justru melalui lembaga-lembaga negara yang dibentuk
berdasarkan Nasakom, NU mampu menghalau gerak PKI. Tujuan NU
masuk dalam Nasakom untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam
khususnya umat_Islam tradisional. Tujuan ini bisa terealisasi kalau NU
terlibat dalam Nasakom, sehingga NU dapat mémpengaruhi kebijakan
pemerintah. Hal ini terlihat hubungan timbal balik antara NU dan
Soekarno. Untuk mewujudkan tujuannya NU mengikuti alur politik
Soekarno dalam Nasakom, sedangkan Soekarno untuk merealisasikan
Nasakom, ia merangkul NU dengan melibatkan NU dalam setiap lembaga

negara yang dibentuk berdasarkan Nasakom. Jadi koalisi dalam Nasakom
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bukan berdasarkan prinsip solidaritas seperti yang diharapkan Sockarno.

Nasakom hanya dijadikan sebagai alat atau sarana untuk mewujudkan

tujuan.

B. Saran-Saran

Dar al-Islam (Negara Islam) yang menjadi cita-cita umat Islam di
Indonesia bisa terwujud kalau saja umat Islam bersatu dan istigamah
memperjuangkannya. Bukan berarti dalam memperjuangkannya dengan jalan
memberontak terhadap pemerintah yang sah. Akan tetapi dengan memasukkan
syari’at Islam dalam konstitusi. Ini dapat terlaksana apabila terdapat wakil dari
umat Islam dalam lembaga-lembaga pemerintah. Syari’at I[slam hanya
dibebankan kepada penduduk yang beragama Islam, sedangkan penduduk
yang beragama non-Islam menggunakan hukum sekuler. Kalau itu-pun sulit
diterapkan umat Islam bisa memperjuangkan otonomi agama. Maksudnya
masing-masing agama yang diakui negara (Islam, Kristen, Katolik, Budha,
Hindu, dan Kong Hu CU) diberi hak untuk menerapkan syari’atnya.

Kalau syari’at = [slam ‘dapat ditcrapkan- di Indonesia ‘insa ‘Allah
Indonesia akan menjadi negara yang adil dan sejahtera karema Islam
merupakan ajaran yang komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan
manusia. Terdapat seperangkat hukum yang termaktub dalam al-Qur’an.
Misalnya kewajiban menuntut Ilmu, kewajiban membayar zakat, aturan
tentang hak-hak dan kewajiban dalam perkawinan dan perceraian, ajaran

tentang larangan mendekati zina dan hukuman bagi pezina, dan lain




sebagainya. Peraturan tersebut tidak akan mampu mewujudkan masyarakat
yang adil dan sejahtera tanpa kekuatan eksekutif (negara). Di sinilah arti
penting lembaga negara sebagai alat untuk menerapkan hukum-hukum yang
sudah ada. Tanpa adanya negara, sulit diharapkan adanya ketaatan terhadap
hukum-hukum tersebut.

Dengan demikian sudah sepatutnya menggunakan al-Qur’an dan hadis
sebagai hujjah dalam menerapkan hukum. Akan tetapi tidak diperkenankan
menggunakan nas tersebut (al-Qur’an dan hadis) untuk kepentingan duniawi.
Dalam menafsirkan nas diperlukan ilmu bantu agar dapat memahami dan
mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan apa yang tersurat

dan tersirat dalam nas tersebut.
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